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Menimbang:

Mengingat

—

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Sandiman dan Angka kreditnya sudah tidak
sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Sandiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan
Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menentapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan
wewenang untuk melakukan pengamanan informasi,
pengamanan siber, dan persandian.

Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut
Sandiman adalah ASN yang diberi tugas, tanggungjawab
dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan

Fungsional Sandiman.
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Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan
adalah Sandiman yang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis
dan prosedur kerja di bidang keamanan informasi,
keamanan siber, dan persandian.

Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian adalah
Sandiman yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang keamanan
informasi, keamanan siber, dan persandian.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Sandiman dalam rangka pembinaan
karir yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Sandiman
sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Sandiman yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja
Sandiman.

Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang
diisyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek
pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang
relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Sandiman baik perorangan atau kelompok
di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan

persandian.
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Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan
(confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan
(availability) informasi.

Pengamanan informasi adalah kegiatan yang dilakukan
dalam rangka menjaga kerahasiaan (confidentiality),
keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability)
informasi.

Keamanan Siber adalah keamanan komputer atau sistem
komputer terhadap akses, tindakan atau aktivitas
melalui sistem komputer atau komputer, yang dapat
membahayakan, merusak, dan berdampak buruk
terhadap keamanan, ketersediaan, kerahasiaan, atau
integritas sistem komputer atau komputer.

Pengamanan Siber adalah kegiatan yang dilakukan
dalam rangka mewujudkan keamanan komputer atau
sistem komputer terhadap akses, tindakan atau aktivitas
melalui sistem komputer atau komputer, yang dapat
membahayakan, merusak, dan berdampak buruk
terhadap keamanan, ketersediaan, kerahasiaan, atau
integritas sistem komputer atau komputer.

Persandian adalah kegiatan yang menerapkan konsep
teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainya
secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
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